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BAB III 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terdapat dalam BAB II, dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah dalam penentuan 
mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah berjalan dengan cukup baik walaupun 
masih ada beberapa mutasi yang diindikasikan terdapat unsur balas jasa 
maupun unsur politik, namun pada dasarnya persyaratan dan ketentuan yang 
telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tetap harus dipenuhi. 
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melanggar peraturan yang 
ada karena Undang-undang memang memberikan mandat untuk mengatur 
Pegawai Negeri Sipil di Daerahnya agar visi dan misi Bupati dapat berjalan 
dengan lancar. 
. 
B. Saran 
1. Pengaturan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural 
masih bersifat normatif, belum menyentuh pada teknisnya, sehingga 
pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang dimaksudkan untuk 
membina karier PNS belum dapat terlaksana dengan maksimal. 
Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan pemerintah 
mengeluarkan peraturan dan petunjuk yang bersifat teknis agar kepala 
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daerah dalam penentuan mutasi dalam jabatan struktural memiliki 
pedoman yang lengkap baik secara normatif dan teknis. 
2. Diharapkan adanya sosialisasi, penjelasan dan komunikasi yang lebih 
baik dari pemerintah ke media masa dan ke masyarakat agar tidak 
melihat mutasi dari permukaannya saja.. 
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